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WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

_ BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020 NOMOR
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Magclang Tahun 2021;

l. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 t(entang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)

b

@

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan lLembaran

Negara Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
[Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
Undang-Undang Normor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan LLembaran Ncgara Nomor 47235);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Restribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan Perundang-
undangan (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pecrubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t(entang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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13,

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
COVID-19 Dan/Atau Dalam Rangka Mcnghadapi Ancaman
Yang Mcmbahayakan Perckonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyn 2019
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20,

21.

22,

23.

24,

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal -
Semarang — Semarang — Salatiga — Demak - Grobogan,
Kawasan Purworejo — Wonosobo — Magelang — Temanggung,
dan Kawasan Brebes — Tegal — Pemalang (Lembaran Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
Peraturan Precsiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020
2024 (Lembaran Necgara Rcpublik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah  Provinst Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 110 );

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomnr h
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28,

29.

30.

31.

32.

. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009

tcntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Dacrah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Dacrah Kota Mageclang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1| Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Mageclang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Kota Magelang Daerah Nomor 35);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Kota Magelang Daerah Nomor 94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daecrah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Rencana
Pcmbangunan Jangka Panjang Dacrah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kecgiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

Peraturan Mentceri Dalam Negeri Nomor 70 Tahiim 2019



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pcnanganan
Pandemi Corona Virus Discasc 2019 (Covid-19) dan/atau
Mcnghadapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021.

Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang
Tahun 2021 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah
dan Decwan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran
Scmentara (PPAS) Tahun 2021.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang

Tahun QOQQgMa_kan_SﬁhaMMﬁ_



Pasal 3
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun 2021 disusun dalam 2 (dua) buku yang terdiri atas:
a. BUKU I, yang memuat RKPD 2021 dengan sistematika,

scbagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN.

BAB II . GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH.

BABYV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB VII : PENUTUP.
b. Buku II memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2019 dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan Tahun 2019.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang
Tahun 2021 bescrta pemctaan kegiatan dan subkegiatan
sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.




Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Pecraturan Walikota ini dengan pecnempatannya

dalam Berita Dacrah Kota Magclang.

Ditefapkan di Magelang
pada tanggal 20 Juli 2020

ALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Jvli 2020

SEKRETARIS DAERA}I‘-)I KOTA MAGELANG,

— ‘

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 25



